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Histori Naskah ABSTRACT

The punishment of flogging in Surah An-Nur verses 2 and 4 is often understood

Diserahkan: merely as a physical sanction, even though these verses contain broader legal,
13-06-2026 moral, and social dimensions. This study aims to analyze and compare the
interpretation of Sayyid Qutb in Ft Zilal al-Qur’an and M. Quraish Shihab in Tafsir

Direvisi: Al-Misbah regarding the meaning of flogging in Surah An-Nur verses 2 and 4. This
01-07-2026 research uses a qualitative method based on library research with a comparative
(mugaran) approach. The primary data are taken from Fi Zilal al-Qur’an and Tafsir

Diterima: Al-Misbah, while secondary data are obtained from books, journal articles, and
08-07-2026 relevant academic literature. The results show that both commentators agree that

flogging is intended to protect public morality, individual honor, and social order.
However, Sayyid Qutb emphasizes the enforcement of divine law and the sovereignty
of God’s law (hakimiyyah), while M. Quraish Shihab emphasizes contextual
understanding, the objectives of Islamic law (magqasid al-syari‘ah), justice, and
human dignity. This study concludes that flogging in the Qur’an should not be
understood solely as physical punishment, but as a legal instrument aimed at
preserving honor, morality, and public welfare.

Flogging, Surah An-Nur; Sayyid Qutb; M. Quraish Shihab; Comparative
Interpretation
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ABSTRAK

Hukuman cambuk dalam Surah An-Nur ayat 2 dan 4 sering dipahami hanya sebagai
sanksi fisik, padahal ayat tersebut memuat dimensi hukum, moral, dan sosial yang
lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan
penafsiran Sayyid Qutb dalam F1 Zilal al-Qur’an dan M. Quraish Shihab dalam
Tafsir Al-Misbah mengenai makna hukuman cambuk dalam Surah An-Nur ayat 2
dan 4. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research) dan pendekatan komparatif (muqaran). Data primer
diperoleh dari F1 Zilal al-Qur’an dan Tafsir Al-Misbah, sedangkan data sekunder
diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan literatur akademik yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kedua mufasir memiliki kesamaan pandangan bahwa
hukuman cambuk bertujuan menjaga moralitas masyarakat, melindungi kehormatan
individu, dan menciptakan ketertiban sosial. Namun, Sayyid Qutb lebih menekankan
penegakan syariat dan kedaulatan hukum Allah (hakimiyyah), sedangkan M.
Quraish Shihab lebih menekankan pemahaman kontekstual, tujuan syariat (maqasid
al-syari‘ah), keadilan, dan martabat kemanusiaan. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa hukuman cambuk dalam Al-Qur’an tidak dapat dipahami semata-mata
sebagai hukuman fisik, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menjaga
kehormatan, moralitas, dan kemaslahatan masyarakat.

Hukuman Cambuk; Surah An-Nur; Sayyid Qutb; M. Quraish Shihab; Tafsir
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PENDAHULUAN

Al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup
bagi umat manusia. Kandungan Al-Qur’an tidak hanya terbatas pada persoalan akidah dan
ibadah, tetapi juga mencakup aspek akhlak, sosial, dan hukum yang menjadi dasar pembentukan
kehidupan manusia secara lebih tertib dan bermartabat. Dalam dimensi hukum, Al-Qur’an tidak
hadir semata-mata untuk menetapkan sanksi, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, menjaga
keteraturan sosial, serta melindungi martabat manusia (Nurhikmah, 2024). Oleh sebab itu,
hukum dalam Islam perlu dipahami sebagai sistem nilai yang memiliki fungsi preventif, edukatif,
dan korektif, serta berorientasi pada pencapaian tujuan syariat Islam atau magqgasid al-syari‘ah
(Fahrudin, 2021).

Salah satu bentuk ketentuan hukum yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an
adalah hukuman cambuk sebagaimana terdapat dalam Surah An-Nur ayat 2 dan ayat 4. Surah
An-Nur ayat 2 menjelaskan hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang terbukti melakukan
zina, yaitu seratus kali cambukan. Sementara itu, Surah An-Nur ayat 4 mengatur hukuman bagi
orang yang menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa menghadirkan empat orang
saksi, yaitu delapan puluh kali cambukan, penolakan kesaksiannya, dan penetapan status fasik.
Kedua ayat tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap
penjagaan kehormatan individu dan ketertiban sosial masyarakat (Mubarrok dkk., 2025).

Secara linguistik, istilah cambuk berkaitan dengan kata jalada yang berarti memukul
bagian kulit tubuh. Dalam terminologi hukum Islam, cambuk merupakan salah satu bentuk
hukuman badan yang dapat ditemukan dalam kategori hudiid maupun ta zir (Maylisandi dkk.,
2024). Namun, pelaksanaan hukuman ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum yang
ketat. Hukuman cambuk tidak boleh dilakukan secara berlebihan, tidak boleh mengenai bagian
tubuh yang membahayakan, serta diarahkan untuk memberikan efek pendidikan dan pencegahan
(Dayati dkk., 2024). Dengan demikian, hukuman cambuk dalam Islam tidak tepat apabila hanya
dipahami sebagai bentuk kekerasan fisik, karena di dalamnya terdapat dimensi keadilan,
perlindungan, dan pembinaan moral masyarakat.

Dalam praktik hukum Islam, hukuman cambuk dapat dibedakan ke dalam dua bentuk
utama. Pertama, hukuman hudiid, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara tegas oleh syariat,
seperti seratus kali cambukan bagi pelaku zina yang belum menikah dan delapan puluh kali
cambukan bagi pelaku gadzaf atau tuduhan zina tanpa bukti (Rofiq dkk., 2021). Kedua, hukuman
ta ‘zir, yaitu hukuman yang penetapannya diserahkan kepada otoritas hakim berdasarkan tingkat
pelanggaran yang dilakukan (Lestari, 2024). Pembagian tersebut menunjukkan bahwa hukum
Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menempatkan perlindungan
masyarakat dan pencegahan pelanggaran sebagai tujuan penting dalam sistem hukum
(Rahmawati & Sa’1, 2025).

Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat modern, ayat-ayat tentang hukuman
cambuk sering kali dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks turunnya ayat,
tujuan syariat, serta nilai moral yang melatarbelakanginya. Pemahaman yang terlalu literal dapat
menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam identik dengan kekerasan dan bertentangan dengan
nilai-nilai kemanusiaan (Aisyah & Najmudin, 2026). Padahal, apabila dibaca secara
komprehensif, ketentuan tersebut justru menunjukkan adanya perlindungan yang kuat terhadap
kehormatan individu, stabilitas sosial, dan moralitas masyarakat (Shifa dkk., 2025). Oleh karena
itu, kajian tafsir yang mendalam diperlukan agar makna ayat-ayat hukum dapat dipahami secara
proporsional dan relevan dengan perkembangan masyarakat (Zuhra, 2020).

Pemilihan Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab dalam penelitian ini didasarkan pada
pertimbangan akademik bahwa keduanya merepresentasikan dua kecenderungan tafsir yang
berbeda, tetapi sama-sama berpengaruh dalam diskursus tafsir modern. Dalam tradisi tafsir
klasik, pembahasan QS. An-Nur ayat 2 dan 4 banyak ditemukan dalam karya mufasir seperti Ibn
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Kathir, Al-Qurtubi, dan Al-Zuhayli. Ibn Kathir lebih menekankan riwayat dan penjelasan
berbasis hadis dalam memahami ayat-ayat hukum, Al-Qurtubi menonjolkan dimensi fikih dan
perbedaan pendapat ulama, sedangkan Al-Zuhayli menguraikan aspek hukum secara sistematis
dalam kerangka fikih dan tafsir ahkam (Al-Qurtubi, 2006; Al-Zuhayli, 2009; Ibn Kathir, 1999).
Ketiga mufasir tersebut penting sebagai rujukan normatif, tetapi belum sepenuhnya
menunjukkan bagaimana ayat hukuman cambuk dibaca dalam konteks problem moral, sosial,
dan kemanusiaan masyarakat modern.

Sayyid Qutb melalui F7 Zilal al-Qur’an memiliki keunggulan karena menafsirkan ayat-
ayat hukum tidak hanya sebagai ketentuan legal-formal, tetapi sebagai bagian dari sistem
kehidupan Islam yang menyeluruh. Penafsirannya menekankan hubungan antara hukum Allah,
moralitas sosial, dan pembentukan masyarakat beriman. Corak ini tidak dapat dilepaskan dari
latar sosial-politik Mesir modern yang memengaruhi pemikirannya, sehingga penafsiran Qutb
cenderung menonjolkan aspek normatif, ideologis, dan komitmen terhadap penerapan syariat
Islam (Kayacan & Sen, 2025; Maevskaya & Aga, 2021). Dalam konteks hukuman cambuk, Qutb
penting dikaji karena ia melihat hukum bukan hanya sebagai sanksi, tetapi sebagai manifestasi
kedaulatan Allah dan mekanisme perlindungan moral masyarakat.

Berbeda dengan Qutb, M. Quraish Shihab melalui Tafsir AI-Misbah menawarkan
pembacaan yang lebih kontekstual, komunikatif, dan dekat dengan realitas masyarakat
Indonesia. Shihab tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga menekankan tujuan
syariat, kehati-hatian dalam pembuktian, perlindungan martabat manusia, dan relevansi hukum
Islam dalam masyarakat plural (Rustandi dkk., 2022; Saman & Sahputra, 2025). Keunggulan
Shihab terletak pada kemampuannya menghubungkan pesan Al-Qur’an dengan nilai keadilan,
kemanusiaan, dan kebutuhan sosial kontemporer. Dalam konteks hukuman cambuk, penafsiran
Shihab penting karena menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip
pembuktian yang ketat dan perlindungan terhadap kehormatan manusia (Amalia DT dkk., 2025).

Dengan demikian, pemilihan Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab bukan semata-mata
karena keduanya merupakan mufasir modern, tetapi karena keduanya menawarkan dua model
pembacaan yang berbeda terhadap ayat hukum. Qutb mewakili tafsir yang menekankan
ketegasan norma, kedaulatan hukum Allah, dan pembentukan masyarakat Islami, sedangkan
Shihab mewakili tafsir yang menekankan kontekstualisasi hukum, magasid al-syari‘ah, dan
perlindungan martabat manusia. Perbedaan ini menjadikan kajian komparatif terhadap keduanya
penting untuk memperlihatkan bagaimana satu objek material yang sama, yaitu QS. An-Nur ayat
2 dan 4, dapat melahirkan orientasi penafsiran yang berbeda sesuai dengan latar intelektual,
sosial, dan metodologi tafsir masing-masing mufasir (Munandar & Amin, 2023; Saputra &
Kurniawan, 2025).

Kajian terdahulu tentang hukuman cambuk dan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an dapat
dipetakan ke dalam beberapa kecenderungan. Pertama, kajian yang membahas hukuman cambuk
dan hudiid dalam QS. An-Nur. Kajian tentang hukuman seratus cambukan dalam QS. An-Nur
ayat 2-3 melalui pendekatan hermeneutik menunjukkan bahwa hukuman tersebut tidak hanya
bermakna sanksi fisik, tetapi juga instrumen perlindungan moral dan sosial (Azizha & Naqiyah,
2025). Kajian lain tentang hukuman hadd pelaku zina dalam QS. An-Nur ayat 1-3 menekankan
bahwa hukum tersebut berfungsi sebagai perlindungan masyarakat, penjagaan moral sosial, dan
pemeliharaan tatanan sosial (Aisy & Imawan, 2025). Sementara itu, kajian mengenai hukum zina
dalam QS. An-Nur ayat 2 melalui perspektif tafsir tertentu belum menjadikan QS. An-Nur ayat
4 tentang gadzaf sebagai bagian utama dari analisis (Mubarrok dkk., 2025).

Kedua, terdapat kajian yang membahas tema zina dan pencegahan perilaku seksual
menyimpang melalui ayat selain QS. An-Nur. Kajian tentang larangan mendekati zina dalam
QS. Al-Isra’ ayat 32 melalui perbandingan Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah
memperlihatkan dimensi preventif ajaran Al-Qur’an terhadap zina, tetapi objek materialnya
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berbeda dari penelitian ini karena tidak berfokus pada QS. An-Nur ayat 2 dan 4 serta tidak
membahas konsep hukuman cambuk secara langsung (Rozy & Nirwana, 2025). Ketiga, terdapat
kajian tentang metodologi dan corak penafsiran tokoh, seperti kajian mengenai Sayyid Qutb
dalam konteks Fi Zilal al-Qur’an dan kajian mengenai Quraish Shihab dalam konteks tafsir
kontekstual Indonesia (Kayacan & Sen, 2025; Munandar & Amin, 2023; Rustandi dkk., 2022).
Namun, kajian-kajian tersebut umumnya belum secara khusus membandingkan penafsiran
kedua tokoh terhadap QS. An-Nur ayat 2 dan 4.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian tentang hukuman
cambuk, zina, hudiid, dan tafsir QS. An-Nur memang telah banyak dilakukan. Namun, kajian
yang secara khusus membandingkan penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab terhadap
QS. An-Nur ayat 2 dan 4 masih belum banyak ditemukan. Sebagian penelitian terdahulu hanya
berfokus pada hukuman zina dalam QS. An-Nur ayat 2, sebagian lainnya membahas larangan
mendekati zina dalam QS. Al-Isra’ ayat 32, sedangkan kajian tentang gadzaf dalam QS. An-Nur
ayat 4 belum banyak dihubungkan secara komparatif dengan hukuman zina dalam ayat 2. Di
sinilah letak gap penelitian ini, yaitu mengkaji dua ayat yang saling berkaitan—zina dan tuduhan
zina tanpa bukti—melalui dua mufasir modern yang memiliki pendekatan berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga pokok masalah, yaitu
penafsiran Sayyid Qutb terhadap makna hukuman cambuk dalam QS. An-Nur ayat 2 dan 4,
penafsiran M. Quraish Shihab terhadap makna hukuman cambuk dalam ayat yang sama, serta
persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya beserta implikasinya terhadap pemahaman
hukum Islam dan nilai kemanusiaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab terhadap makna hukuman cambuk dalam QS.
An-Nur ayat 2 dan 4, serta membandingkan persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya.
Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan kajian tafsir hukum, khususnya dalam memahami hukuman cambuk secara lebih
proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan, perlindungan kehormatan, serta
kemaslahatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan
(library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber
tertulis sebagai data utama, seperti kitab tafsir, buku, artikel jurnal, dan karya akademik lain yang
relevan dengan objek kajian (Kerwanto dkk., 2024). Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan komparatif (mugaran), yaitu pendekatan yang bertujuan membandingkan penafsiran
dua mufasir terhadap ayat yang sama (Fitriatunnisa dkk., 2025). Dalam penelitian ini, penafsiran
Sayyid Qutb dalam Fi7 Zilal al-Qur’an dibandingkan dengan penafsiran M. Quraish Shihab
dalam Tafsir Al-Misbah terhadap Surah An-Nur ayat 2 dan ayat 4 yang membahas hukuman
cambuk.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
dari kitab Fi Zilal al-Qur’an karya Sayyid Qutb dan Tafsir AI-Misbah: Pesan, Kesan, dan
Keserasian Al-Qur’an karya M. Quraish Shihab. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari
buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan literatur ilmiah lain yang membahas hukum
Islam, hukuman cambuk, magasid al-syari ‘ah, metodologi tafsir, serta pemikiran Sayyid Qutb
dan M. Quraish Shihab. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan
mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat literatur yang relevan. Data yang terkumpul
kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan
penafsiran masing-masing mufasir, membandingkan persamaan dan perbedaannya, serta
menarik kesimpulan secara induktif mengenai makna hukuman cambuk dalam Surah An-Nur
ayat 2 dan ayat 4.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menguraikan penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab, penting terlebih
dahulu menempatkan QS. An-Nur ayat 2 dan 4 sebagai dasar tekstual utama dalam kajian ini
(Kementerian Agama RI, 2019). Kedua ayat tersebut menjadi pijakan normatif dalam memahami
makna hukuman cambuk, baik dalam konteks zina maupun tuduhan zina tanpa bukti (gadzaf).
Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nur ayat 2:

)’J dﬂyrﬂsk}\&\daggu\ L"@;»LYJ”\\"\’Lft‘Q”f;\?b;g\)i}’ug\J/” ‘JM
Geaid 21T e agadly 2N

Terjemahan: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya
seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu
untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan
hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh
sebagian orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur [24]: 2).

Ayat tersebut menegaskan ketentuan hukuman bagi pelaku zina, yaitu seratus kali
cambukan, sekaligus memuat prinsip ketegasan dalam pelaksanaan hukum Allah dan dimensi
sosial melalui perintah penyaksian oleh sebagian orang-orang beriman. Sementara itu, QS. An-
Nur ayat 4 menjelaskan ketentuan hukum bagi pelaku tuduhan zina tanpa menghadirkan bukti
yang sah. Allah Swt. berfirman:

eruuj \J\;\ ;s\.@_ﬂr@j b.\il»" N ;nmr.mj.xlp\.a \.L@_.wuu)\; \);LSJVJM\ Osem J.\S\j
N P
S3id
Terjemahan: “Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan
mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para
penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka
untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik” (QS. An-Nur
[24]: 4).

Berdasarkan kedua ayat tersebut, hukuman cambuk dalam Al-Qur’an tidak dapat
dipahami hanya sebagai sanksi badan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang berkaitan
dengan perlindungan kehormatan, ketertiban sosial, pembuktian hukum, dan penjagaan moral
masyarakat. QS. An-Nur ayat 2 menekankan aspek pencegahan terhadap perzinaan dan
perlindungan tatanan sosial, sedangkan QS. An-Nur ayat 4 menegaskan perlindungan terhadap
kehormatan individu dari tuduhan zina yang tidak terbukti. Dengan demikian, kedua ayat ini
menjadi dasar utama dalam menganalisis perbedaan dan persamaan penafsiran Sayyid Qutb dan
M. Quraish Shihab mengenai makna hukuman cambuk dalam Al-Qur’an.

A. Makna Hukuman Cambuk dalam Penafsiran Sayyid Qutb

Sayyid Qutb dalam F7 Zilal al-Qur’an menafsirkan QS. An-Nur ayat 2 dengan terlebih
dahulu menempatkannya sebagai bagian dari rangkaian aturan Al-Qur’an yang bertujuan
menjaga kemurnian moral masyarakat Muslim. Dalam menjelaskan ayat tersebut, Qutb
menegaskan bahwa hukuman cambuk bagi pelaku zina menunjukkan al-saramah fi igamat al-
hadd, yaitu ketegasan dalam menegakkan hukum yang telah ditetapkan Allah. Ia juga
menekankan bahwa frasa wa la ta’khudz kum bihima ra’fah fi dinillah menunjukkan larangan
melemahkan pelaksanaan hukum karena pertimbangan belas kasihan yang tidak pada tempatnya.
Bagi Qutb, rasa iba yang menyebabkan hukum Allah ditangguhkan justru dapat membuka ruang
bagi kerusakan moral yang lebih luas dalam kehidupan sosial (Qutb, 2003).
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Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa Sayyid Qutb tidak membaca
hukuman cambuk hanya sebagai sanksi fisik, tetapi sebagai bagian dari sistem moral dan sosial
Islam. Zina dalam pandangannya bukan sekadar pelanggaran individual, melainkan tindakan
yang dapat merusak struktur keluarga, mengganggu kejelasan nasab, melemahkan moralitas, dan
mengancam stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, hukuman seratus cambukan dipahami
sebagai mekanisme perlindungan sosial yang berfungsi mencegah kerusakan moral dan menjaga
ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, penafsiran Qutb sejalan dengan pandangan fikih
pidana Islam yang menempatkan hukuman hudiid sebagai instrumen untuk menjaga
kemaslahatan umum dan mencegah meluasnya kemudaratan sosial (Al-Zuhayli, 2009).

Penafsiran Qutb terhadap perintah agar pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sebagian
orang-orang beriman juga menunjukkan adanya dimensi sosial-edukatif dalam hukum cambuk.
Ia memandang penyaksian publik bukan sekadar prosedur formal, melainkan sarana untuk
menanamkan kesadaran kolektif bahwa zina merupakan pelanggaran serius terhadap moralitas
Islam. Dalam redaksi Qutb, pelaksanaan hukuman di hadapan sekelompok orang beriman
dimaksudkan agar hukuman tersebut lebih membekas bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi
masyarakat. Dengan demikian, penyaksian publik memiliki fungsi preventif, yaitu memperkuat
kontrol sosial, menegaskan komitmen masyarakat terhadap nilai syariat, dan mencegah
normalisasi pelanggaran moral (Qutb, 2003).

Frasa in kuntum tu’miniina billah wa al-yawm al-akhir dalam QS. An-Nur ayat 2 juga
mendapat perhatian penting dalam kerangka pemikiran Qutb. Ayat ini mempertautkan
pelaksanaan hukum dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Artinya, penegakan hukum
tidak hanya dipahami sebagai tindakan legal, tetapi juga sebagai konsekuensi teologis dari
keimanan. Dalam perspektif Qutb, keimanan tidak cukup berhenti pada pengakuan spiritual,
melainkan harus tampak dalam ketaatan terhadap hukum Allah dalam kehidupan sosial. Oleh
karena itu, corak normatif dalam penafsiran Qutb tidak muncul sebagai kesimpulan tanpa dasar,
melainkan bertolak dari cara Qutb membaca relasi antara teks, keimanan, hukum, dan
keteraturan masyarakat (Kayacan & Sen, 2025; Maevskaya & Aga, 2021).

Selanjutnya, dalam menafsirkan QS. An-Nur ayat 4, Sayyid Qutb memberi perhatian
besar pada bahaya tuduhan zina tanpa bukti. la menjelaskan bahwa membiarkan lisan manusia
menuduh perempuan atau laki-laki baik-baik tanpa bukti yang kuat akan menciptakan suasana
sosial yang penuh kecurigaan, fitnah, dan kegelisahan. Qutb menggambarkan bahwa tuduhan
semacam itu dapat mencemari kehormatan individu, merusak reputasi keluarga, dan mengancam
ketenteraman rumah tangga. Karena itu, hukuman terhadap pelaku gadzaf tidak hanya berkaitan
dengan penghukuman terhadap penuduh, tetapi juga perlindungan masyarakat dari budaya
tuduhan yang merusak (Qutb, 2003).

Qutb menegaskan bahwa ketentuan empat orang saksi dalam kasus tuduhan zina
merupakan bentuk perlindungan Al-Qur’an terhadap kehormatan manusia. Tanpa syarat
pembuktian yang ketat, setiap orang dapat dengan mudah melemparkan tuduhan zina kepada
orang lain, sementara dampaknya dapat menghancurkan martabat dan kehidupan sosial korban.
Oleh karena itu, syarat empat saksi bukan sekadar syarat formal dalam pembuktian hukum, tetapi
mekanisme preventif untuk menutup pintu fitnah. Dalam hal ini, tafsir Qutb menunjukkan bahwa
syariat tidak hanya menindak perbuatan zina, tetapi juga mencegah penyebaran tuduhan zina
yang tidak dapat dibuktikan (Qutb, 2003).

Tiga sanksi bagi pelaku gadzaf, yaitu delapan puluh kali cambukan, penolakan kesaksian,
dan penetapan status fasik, dipahami Qutb sebagai bentuk perlindungan berlapis terhadap
kehormatan manusia. Hukuman cambuk merupakan sanksi fisik terhadap pelanggaran yang
serius, penolakan kesaksian merupakan sanksi sosial karena pelaku telah kehilangan kredibilitas
moral, sedangkan status fasik merupakan sanksi religius yang menunjukkan penyimpangan
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pelaku dari jalan keimanan yang lurus. Dengan demikian, hukuman gadzaf dalam penafsiran
Qutb memuat dimensi jasmani, sosial, dan keagamaan sekaligus (Al-Qurtubi, 2006; Qutb, 2003).

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa corak normatif dan ideologis
dalam penafsiran Sayyid Qutb terhadap QS. An-Nur ayat 2 dan 4 tidak berdiri tanpa data tafsir,
tetapi berangkat dari penekanannya pada ketegasan hukum Allah, fungsi sosial hukuman, dan
perlindungan moral masyarakat. Pada QS. An-Nur ayat 2, Qutb menekankan pentingnya
ketegasan dalam pelaksanaan hadd zina agar hukum tidak kehilangan daya preventifnya.
Sementara pada QS. An-Nur ayat 4, Qutb menekankan perlindungan kehormatan individu dari
tuduhan zina tanpa bukti. Dengan demikian, makna hukuman cambuk dalam penafsiran Qutb
mencakup dua fungsi utama, yaitu menegakkan otoritas hukum Allah dan menjaga masyarakat
dari kerusakan moral, fitnah, serta runtuhnya kehormatan sosial.

B. Makna Hukuman Cambuk dalam Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dalam Tafsir AI-Misbah menafsirkan QS. An-Nur ayat 2 dengan
terlebih dahulu memperhatikan redaksi ayat dan konteks sosial yang melingkupinya. Shihab
menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara tentang hukuman bagi perempuan dan laki-laki yang
terbukti melakukan zina, yaitu seratus kali cambukan. Penyebutan perempuan pezina sebelum
laki-laki pezina dalam ayat ini dipahami sebagai bagian dari gaya bahasa Al-Qur’an yang
memberi penekanan terhadap dampak sosial zina, bukan sebagai bentuk pembedaan nilai hukum
antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, hukum zina berlaku kepada kedua pelaku
secara setara apabila unsur pembuktian telah terpenuhi (Shihab, 2002).

Dalam menjelaskan kata jaldah, Shihab mengaitkannya dengan akar kata jild yang berarti
kulit. Penjelasan kebahasaan ini penting karena menunjukkan bahwa hukuman cambuk tidak
dimaksudkan untuk mencederai tubuh secara berlebihan, melainkan sebagai bentuk sanksi
hukum yang memiliki batas dan tata cara. Dengan demikian, hukuman cambuk dalam penafsiran
Shihab tidak dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan tanpa aturan, tetapi sebagai sanksi yang
pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka hukum, etika, dan pembatasan syariat. Pemahaman
ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menghendaki agar sanksi pidana tidak keluar dari
tujuan keadilan dan kemaslahatan (Al-Zuhayli, 1989; Shihab, 2002).

Shihab juga memberi perhatian terhadap frasa wa la ta’khudz kum bihima ra'fah fi
dinillah, yaitu larangan agar rasa belas kasihan tidak menghalangi pelaksanaan hukum Allah.
Dalam penjelasannya, larangan tersebut tidak berarti Islam menolak kasih sayang, melainkan
menolak sikap emosional yang dapat menggugurkan keadilan setelah seluruh syarat hukum
terpenuhi. Dengan kata lain, belas kasihan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan
hukum apabila kesalahan telah terbukti melalui prosedur yang sah. Analisis ini menunjukkan
bahwa Shihab memosisikan hukum cambuk dalam hubungan antara ketegasan hukum dan
keadilan objektif, bukan dalam kerangka penghukuman yang bersifat emosional.

Data penafsiran Shihab lainnya tampak pada penjelasannya mengenai perintah agar
pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Menurut Shihab,
penyaksian publik memiliki fungsi sosial, yaitu memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak
meremehkan perbuatan zina dan tidak menormalisasi pelanggaran moral. Namun, penyaksian
tersebut tidak boleh dipahami sebagai ruang untuk mempermalukan manusia secara berlebihan.
Tujuan utamanya adalah menegaskan keseriusan hukum, menjaga transparansi pelaksanaan
sanksi, dan membangun kesadaran sosial mengenai akibat perbuatan zina. Dengan demikian,
aspek publik dalam hukuman cambuk memiliki fungsi edukatif dan preventif, bukan semata-
mata represif (Saeed, 2006).

Berdasarkan data penafsiran tersebut, dapat dianalisis bahwa pendekatan Shihab terhadap
QS. An-Nur ayat 2 bersifat kontekstual dan humanis. Ia tetap mengakui ketentuan hukuman
cambuk sebagai bagian dari hukum Al-Qur’an, tetapi pada saat yang sama menekankan syarat
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pembuktian, batas pelaksanaan, fungsi pendidikan sosial, dan perlindungan martabat manusia.
Dalam perspektif ini, hukuman cambuk tidak dapat diterapkan secara serampangan, sebab perkara
zina menyangkut kehormatan seseorang dan menuntut pembuktian yang sangat ketat. Oleh karena
itu, aspek pencegahan dan kehati-hatian hukum lebih menonjol daripada semangat penghukuman
semata (Shihab, 2002; Wadud, 1999).

Dalam menafsirkan QS. An-Nur ayat 4, Shihab memulai penjelasannya dengan
menguraikan makna al-muhsandt. Istilah ini menunjuk pada perempuan-perempuan yang
menjaga kehormatan dan kesuciannya. Meskipun redaksi ayat menyebut perempuan,
perlindungan hukum terhadap kehormatan pada dasarnya juga berlaku bagi laki-laki yang terjaga
kehormatannya. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berbicara tentang perempuan sebagai
objek hukum, tetapi juga tentang prinsip umum perlindungan kehormatan manusia dari tuduhan
zina yang tidak dapat dibuktikan (Shihab, 2002).

Shihab menjelaskan bahwa QS. An-Nur ayat 4 menetapkan tiga konsekuensi hukum bagi
pelaku gadzaf, yaitu delapan puluh kali cambukan, penolakan kesaksian untuk selama-lamanya,
dan penetapan status fasik. Ketiga konsekuensi ini menunjukkan bahwa tuduhan zina tanpa bukti
merupakan pelanggaran serius. Hukuman cambuk menjadi sanksi terhadap tindakan menuduh
tanpa dasar, penolakan kesaksian menunjukkan hilangnya kepercayaan sosial terhadap pelaku,
sedangkan status fasik menunjukkan kerusakan integritas moral pelaku di hadapan masyarakat.
Dengan demikian, gadzaf tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran individual, tetapi juga
sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik (Shihab, 2002).

Shihab juga menyoroti penggunaan kata tsumma dalam ayat tersebut. Kata ini
menunjukkan adanya tahapan proses hukum: seseorang terlebih dahulu mengajukan tuduhan,
kemudian diberi kesempatan untuk menghadirkan empat orang saksi. Apabila ia tidak mampu
menghadirkan saksi yang memenuhi syarat, barulah hukuman dijatuhkan. Penjelasan ini
memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak mendorong penghukuman secara spontan, tetapi
menuntut mekanisme pembuktian yang jelas dan terukur. Dengan demikian, QS. An-Nur ayat 4
mengandung prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan sanksi, khususnya dalam perkara yang
menyangkut kehormatan manusia (Ibn Kathir, 1999; Shihab, 2002).

Selain itu, Shihab menghubungkan QS. An-Nur ayat 4 dengan ayat berikutnya yang
membuka ruang taubat bagi pelaku gadzaf. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki
dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan pelaku dengan
Allah yang dapat dipulihkan melalui taubat, sedangkan dimensi horizontal berkaitan dengan hak
korban dan masyarakat yang tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Dengan
demikian, hukum Islam dalam penafsiran Shihab tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga
memberi ruang perbaikan moral, pemulihan tanggung jawab, dan perlindungan terhadap korban
(Shihab, 2002).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penafsiran Muhammad Quraish
Shihab terhadap QS. An-Nur ayat 2 dan 4 menampilkan karakter tafsir yang kontekstual,
proporsional, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Pada QS. An-Nur ayat 2,
Shihab menekankan bahwa hukuman cambuk memiliki fungsi pencegahan, pendidikan sosial,
dan penegakan keadilan setelah terpenuhinya syarat pembuktian. Pada QS. An-Nur ayat 4, ia
menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan individu dari tuduhan zina tanpa
bukti. Dengan demikian, hukuman cambuk dalam Tafsir AI-Misbah tidak hanya bermakna sanksi
badan, tetapi juga instrumen hukum untuk menjaga kehormatan, keadilan, ketertiban sosial, dan
kemaslahatan masyarakat.

C. Komparasi Penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab
Berdasarkan uraian di atas, penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab terhadap
Surah An-Nur ayat 2 dan 4 memiliki persamaan dan perbedaan yang penting. Keduanya sama-
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sama mengakui bahwa hukuman cambuk dalam Al-Qur’an tidak dapat dipahami semata-mata
sebagai hukuman fisik. Hukuman tersebut memiliki tujuan moral, sosial, dan hukum yang
berkaitan dengan perlindungan kehormatan, pencegahan kerusakan, serta penjagaan tatanan
masyarakat. Namun, keduanya berbeda dalam titik tekan penafsiran. Sayyid Qutb lebih
menonjolkan aspek penegakan syariat dan kedaulatan hukum Allah, sedangkan M. Quraish
Shihab lebih menekankan aspek perlindungan manusia, pembuktian hukum, dan tujuan syariat.
Tabel 1. Komparasi Penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab terhadap Hukuman

Cambuk dalam Surah An-Nur Ayat 2 dan 4

Aspek Sayyid Qutb M. Quraish Shihab

Orientasi penafsiran Normatif, ideologis, dan haraki Kontekstual, humanis, dan moderat

Dasar penekanan Penegakan  hukum Allah dan Keadilan, kemanusiaan, dan maqasid al-
hakimiyyah syarT‘ah

Makna hukuman zina Perlindungan masyarakat dari Pencegahan pelanggaran moral dengan

Larangan belas kasihan
Penyaksian publik
Makna hukuman qadzaf
Syarat empat saksi

Implikasi

kerusakan moral

Ketegasan dalam menjalankan hukum
Allah

Sarana membangun kesadaran moral
kolektif

Perlindungan kehormatan individu dari
fitnah sosial

Bukti keseriusan hukum Islam menjaga
kehormatan

Mendorong penerapan syariat secara
menyeluruh

syarat pembuktian ketat

Keadilan objektif tidak boleh dikalahkan
oleh subjektivitas

Transparansi hukum dan pendidikan
sosial

Perlindungan martabat manusia dan hak
sosial seseorang

Bukti bahwa Islam mengutamakan
kehati-hatian dalam penghukuman
Mendorong pemahaman hukum Islam
yang kontekstual dan humanis

Persamaan utama kedua mufasir terletak pada pemahaman bahwa hukuman cambuk
bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan moral. Baik Qutb maupun
Shihab tidak memandang hukuman ini sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai instrumen untuk
menjaga moralitas masyarakat. Dalam kerangka magasid al-syari‘ah, hukuman terhadap zina
dan gadzaf berkaitan erat dengan perlindungan keturunan, kehormatan, dan tatanan sosial.
Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada
perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan manusia (Al-Shatibi, 1997; Auda, 2008).

Keduanya juga sama-sama memahami bahwa hukuman cambuk memiliki fungsi
preventif yang kuat. Ketatnya syarat pembuktian dalam kasus zina menunjukkan bahwa Islam
tidak mudah menjatuhkan hukuman berat. Dalam konteks ini, hukuman cambuk berfungsi
sebagai peringatan moral agar masyarakat menjauhi perzinaan dan menjaga kehormatan sosial.
Hukum tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk membangun kesadaran
bahwa pelanggaran moral memiliki konsekuensi yang serius. Pandangan ini sesuai dengan
prinsip hukum Islam yang menempatkan pencegahan kerusakan sebagai bagian penting dari
tujuan syariat (Ibn Rushd, 2004).

Pada aspek gadzaf, kedua mufasir sepakat bahwa tuduhan zina tanpa bukti merupakan
pelanggaran besar karena merusak kehormatan individu. Islam memberikan perlindungan yang
sangat kuat terhadap martabat manusia melalui hukuman bagi pelaku tuduhan palsu. Dalam hal
ini, hukuman delapan puluh kali cambukan, pencabutan hak kesaksian, dan status fasik
menunjukkan bahwa kehormatan seseorang tidak boleh dirusak oleh tuduhan yang tidak dapat
dibuktikan. Perlindungan terhadap kehormatan ini menjadi bagian dari tujuan hukum Islam
dalam menjaga martabat manusia dan stabilitas sosial (Al-Zuhayli, 1989; Qutb, 2003; Shihab,
2002).

Perbedaan utama antara Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab terletak pada paradigma
penafsiran. Sayyid Qutb berangkat dari paradigma ideologis-gerakan. la memandang Al-Qur’an
sebagai sistem hidup yang menyeluruh dan hukum Islam sebagai manifestasi kedaulatan Allah.
Karena itu, hukuman cambuk dipahami sebagai bagian dari penegakan syariat yang wajib
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dilaksanakan secara konsisten. Penafsiran ini dipengaruhi oleh latar sosial-politik Qutb yang
berhadapan dengan sekularisme dan sistem hukum modern yang dianggap menjauhkan
masyarakat dari nilai-nilai Islam (Qutb, 2006)

Sebaliknya, Shihab berangkat dari paradigma kontekstual-humanis. Ia menekankan bahwa
ayat-ayat hukum harus dibaca dengan memperhatikan tujuan syariat, kondisi sosial, dan nilai-nilai
kemanusiaan. Dalam hal ini, hukuman cambuk tidak dipahami secara terpisah dari prosedur
pembuktian dan prinsip kehati-hatian. Shihab menempatkan hukum Islam dalam kerangka
keadilan yang proporsional, sehingga penerapan hukum harus mempertimbangkan perlindungan
martabat manusia dan kemaslahatan masyarakat (Shihab, 1992).

Perbedaan penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab juga tampak dalam respons
keduanya terhadap modernitas. Qutb cenderung kritis terhadap standar hukum dan moral Barat
karena memandang krisis moral modern sebagai akibat dari menjauhnya manusia dari hukum
Allah. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya kembali kepada syariat sebagai sistem nilai
yang menyeluruh. Sebaliknya, Shihab lebih terbuka terhadap dialog antara nilai-nilai Islam dan
prinsip kemanusiaan universal. Baginya, hukum Islam yang dipahami secara utuh tidak
bertentangan dengan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan martabat manusia.

Implikasinya, penafsiran Qutb memberikan dasar normatif untuk menjaga wibawa
syariat dan mencegah relativisme moral, sedangkan penafsiran Shihab membuka ruang bagi
pemahaman hukum Islam yang kontekstual, proporsional, dan relevan dengan masyarakat plural
seperti Indonesia. Dengan demikian, makna hukuman cambuk dalam QS. An-Nur ayat 2 dan 4
tidak dapat dipahami hanya sebagai hukuman badan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang
mengandung dimensi teologis, moral, sosial, dan kemanusiaan. Komparasi keduanya
menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur’an mampu menghadirkan pemahaman hukum Islam yang
tegas, adil, dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukuman cambuk dalam QS.
An-Nur ayat 2 dan 4 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk hukuman fisik, melainkan
sebagai instrumen hukum Islam yang memiliki tujuan moral, sosial, dan kemanusiaan. Sayyid
Qutb dalam F7 Zilal al-Qur’an menafsirkan hukuman cambuk sebagai bagian dari penegakan
hukum Allah dan manifestasi kedaulatan syariat dalam menjaga moralitas masyarakat.
Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir AlI-Misbah menekankan bahwa hukuman
tersebut harus dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan syarat pembuktian yang
ketat, tujuan syariat, nilai keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Perbedaan penafsiran kedua mufasir menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat
hukum dalam Al-Qur’an sangat dipengaruhi oleh latar belakang intelektual, sosial, dan
metodologi tafsir masing-masing. Sayyid Qutb lebih menonjolkan aspek normatif dan ideologis
dalam penegakan syariat, sedangkan M. Quraish Shihab lebih menekankan pendekatan humanis
dan kontekstual. Meskipun demikian, keduanya memiliki titik temu bahwa hukuman cambuk
bertujuan menjaga kehormatan individu, mencegah kerusakan moral, dan mewujudkan
ketertiban sosial. Dengan demikian, kajian komparatif ini memperlihatkan bahwa hukum Islam
perlu dipahami secara proporsional, tidak parsial, serta tetap diarahkan pada kemaslahatan dan
nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.
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